
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati

sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati

Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun

2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Pati, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau

kembali;

b. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi perekonomian,

meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mempercepat

pembangunan ekonomi, perlu dibentuk unit yang mengelola urusan

penanaman modal di Daerah;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang

perizinan perlu adanya unit pelayanan terpadu di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita

Negara Tanggal 8 Agustus 1950);



2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4761);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan

Terpadu di Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten

Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pati Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Pati.

6. Tim Teknis adalah kelompok yang terdiri dari unsur-unsur Satuan

Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk

memberikan pelayanan perizinan.

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta

bersifat mandiri.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional

yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.



BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Kantor yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan

penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

simplifikasi, keamanan dan kepastian.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri

dari :

a. Kepala Kantor;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengolahan Data;

d. Seksi Perizinan;

e. Seksi Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal;

f. Tim Teknis;dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.



(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Kantor.

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

berdasarkan kebutuhan untuk menangani masalah-masalah teknis

bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk

sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab Kepala Kantor.

(6) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

(1) Kepala Kantor, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok

Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun

horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu mempunyai kewajiban :

a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;

b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan

d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

(1) Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.



(2) Pengangkatan Pejabat struktural dan pejabat fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan jabatan

eselon IIIa.

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama

tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 24 Desember 2008

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI PATI,PATI,PATI,PATI,

TtdTtdTtdTtd
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Diundangkan di Pati

pada tanggal 24 Desember 2008
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa pelaksanaan otonomi lebih luas

diberikan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut ditandai dengan pembagian

semua kewenangan pemerintah selain kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Adapun kewenangan/urusan wajib dan pilihan dilaksanakan oleh Daerah

Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan

Kabupaten Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk melaksanakan tugas

pemerintahan umum lainnya dan pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan,

perlu menyesuaikan dan mengatur, menata serta membentuk lembaga-lembaga lain

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya berdasarkan kebutuhan pelaksanaan

otonomi daerah.

Untuk pengaturan dan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) terdiri dari

Pejabat Satuan Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi

dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
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